
SALINAN

BupAn TABAIONG
PROVINSI KAHMAN'IIAN SEIATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR   a:`3      TAHUN2023

TENTAING

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM

DAERAII TABALONG JAYA PERSADA

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAIIA ESA

BupAm TABAIONG,

Menimbang   :  a.       bahwa   dalam   ran9ha   menin8hatkan   peran   dan   fungsi
peruschaan umum daerah, untuk menggali berbagal potensi
ekonomi,   guna  menin8kathan  pendapatan  asli     daerah
sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b.       bahwa dalam rangka memperlmat kelembagaan perusahaan
umum daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai
kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata
kelola    perusahaan    yang    haik    sehingga    memberikan
kemanfaatan dalam pembangunan daerah;

c.       bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketenfuan peraturan
Pemerintah  Nomor 54  Tahun  2017  tentang   Badan  Usaha
Milik   Daerah,    perlu   dilakukan   penyesualan   terhadap
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Nomor  12  Tahun
2017   tentang   Pemb€ntuhan   Perusahaan   Umuln   Daerah
Tabalong JHya Persada:

d.       bahwa berdasarkan pertimbangan   sebagalmana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan  Atas   Peraturan  Daerah   Kabupaten  Tabalong
Nomor  12  Tahun  2017  tentang Pembentuhan  Perusahaan
Umum Daerah Tabalong Jaya Persada;

Mengingat     :   1.       Pasal  18   ayat  (6)  Undang-Undang Dasar  Negara Republik
Indonesia  Tahun 1945;

2.       Undang-Undang Nomor 27 Tahun  1959  tentang Penetapan
Undang-Undang  Damrat  Nomor  3  Tahun   1953   tentang
Pelpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan
(Lembaran  Negara Republik Indonesia   Tahun  1953  Nomor
9),   sebagal   Undang-Undang  (I+embaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun   1959  Nomor  72,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor  1820) sebagaimana telah
diubah   beberapa   kali   tera]chir   dengan   Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
11 Tanah Laut, Daerah Tin8kat 11 Tapin dan Daerah Tin8kat
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11  Tabalong  Dengan  Mengubah  Undang-Undang  Nomor  27
Tahun   1959  tentang  Penetapan  Undang-Undang  Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
11   di   Kalimantan   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun    1965   Nomor   51,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

3.       Undang-Undang      Nomor      12      Tahun      2011      tentang
Pembentukan   Peraturan   Penmdang-undangan   (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2011     Nomor    82,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   5234),
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir  dengan
Undang-Undang Nomor  13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2011  tentang
Pembentukan   Peraturan   Perundang-undangan   (Lembaran
Negara    Republik   Indonesia   Tahun    2022    Nomor    143,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik  Indonesia  Nomor
6801);

4.      Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2014   Nomor   244,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah
beberapa  kali,  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun   2023   tentang   Penetapan   Peraturan   Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang
Cipta   Kerja   Menjadi   Undang-Undang   (Lembaran   Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2023   Nomor   41   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5.       Undang-Undang     Nomor     30     Tahun      2014      tentang
Administrasi   Pemerintahan   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  292,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah
diubah   dengan   Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022  tentang Cipta Keria Menjadi
Undang-Undang   (Lembaran    Negara   Republik   Indonesia
Tahun   2023   Nomor   41,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6856) ;

6.       Undarig-Undang   Nomor   8   Tahun   2022   tentang   Provinsi
Kalimantan  Selatan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2022   Nomor   68,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6779) ;

7.       Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2017   tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

8.       Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha  Milik  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tahun   2017   Nomor   305,   Tanbahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia  Nomor 6173);

9.       Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kelja
Sama Daerah (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2018   Nomor   97,   Tambahan   Lembaran   Negara  Republik
Indonesia Nomor 6219);

10.     Peraturan   Pemerintah   Nomor    12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Rupblik
Indonesia  Tahun  2019  Nomor  242,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indoneisia Nomor 4578) ;

11.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   63   Tahun   2019   tentang
Investasi Pemerintah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2019   Nomor   166,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6385);

12.     Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52  Tahun  2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

13.     Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015
tentang Pembentukan I+oduk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk  Hukum  Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

14.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2018
tentang  Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Anggota  Dewan
Pengawas   atau  Anggota   Komisaris   dan  Anggota  Direksi
Badan    Usaha    Milik    Daerah    (Berita    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

15.     Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  118  Tahun  2018
tentang   Rencana   Bisriis,   Rencana   Kerja   dan   Anggaran,
Keljasama,   Pelaporan   dan   Evaluasi  Badan   Usaha   Milik
Daerah   (Berita   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2018
Nomor  155);

16.     Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  22  Tahun  2020
tentang Tata Cara Kelja Sama Daerah Dengan Daerah Lain
dan Kelja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

17.     Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020
tentang   Pedoman   Teknis   Pengelolaan   Keuangan   Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1871);

18.     Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Nomor  12  Tahun
2017   tentang   Pembentukan   Perusahaan   Umum   Daerah
Tabalong  Jaya   Persada      (I,embaran   Daerah   Kabupaten
Tabalong  Tahun   2017   Nomor   12,   Tambahan   Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) ;

19.     Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Nomor  10  Tahun
2022   tentang   Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran
Daerah   Kabupaten   Tabalong   Tahun   2022    Nomor    10,
Tambahan  I+embaran  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Nomor
07);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :    PERATURAN      DAERAH       TENTANG      PERUBAHAN     ATAS
PERATURAN   DAERAII    KABUPATEN TABALONG NOMOR  12
TAHUN     2017    TENTANG    PEMBENTUKAN    PERUSAHAAN
UMUM DAERAH TABALONG JAYA PERSADA.

Pasal  I

Beberapa    ketentuan  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Nomor  12
Tahun  2017  tentang  Pembentukan  Perusahaan  Umum  Daerah  Tabalong  Jaya
Persada (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 ) diubah sebagai berikut:

1.   Ketentuan ayat (1),  ayat (3),  ayat (8), dan ayat (10)  Pasal 20 diubah,  sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)    Anggota Direksi diangkat untuk nasa jabatan paling lama 5 (lima) tahun,
dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2)    Selambat-lambatnya 3  (tiga)  bulan  sebelum akhir nasa jabatan,  anggota
Direksi  wajib  menyampaikan  laporan     pelaksanaan  tugas  akhir  masa
jabatan.

(3)    Iraporan  pelaksanaan  tugas  akhir  masa jabatan  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (2)  sebagai  dasar  pertimbangan  Bupati  memperpanjang  atau
memberhentikan anggota Direksi.

(4)    Pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas  anggota  Direksi  yang  berakhir
nasa jabatannya dilaksanakan dalam rapat tahunan.

(5)    Calon  anggota  Direksi  yang  ditetapkan  sebagai  anggota  Direksi  adalah
calon yang lulus seleksi antara lain melalui uji kelayakan dan kepatutan
yang dilakukan oleh tim seleksi dan lembaga profesional.

(6)    Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur-unsur
Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD.

(7)    Ketentuan    lebih    lanjut    mengenai    syarat    dan    mekanisme    seleksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

(8)    Bupati  menetapkan  anggota  Direksi  pengganti  sebelum  nasa  jabatan
anggota Direksi sebelumnya berakhir.
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(9)    Dalam  hal  teljadi  kekosongan  jabatan  seluruh  anggota  Direksi    tugas
pengelolaan   Perumda   oleh   anggota   Direksi   dilaksanakan   oleh   Dewan
Pengawas.

(10)  Dalam hal teljadi kekosongan seluruh anggota direksi dan selunin dewan
pengawas, Bupati dapat menunjuk pejabat di internal Perumda.

2.   Ketentuan   ayat (1),  ayat (3)  dan ayat  (5)  Pasal  22  diubah,  sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 22

(1)   Kriteria calon anggota Direksi harus memiliki:
a.   keahlian;
b.   integritas dan etika;
c.   jiwa kepemimpinan;
d.   pengalanan;
e.    perilaku baik; dan
f.    kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

(2)     Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat
diangkat  menjadi  anggota  Direksi  Perumda  adalah  orang  perseorangan
yang   mampu   melaksanakan   perbuatan   hukum   dan   tidak   pemah
dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang
dinyatakan  bersalah  menyebabkan  suatu Badan Usaha dinyatakan  pailit
atau orang yang tidak pemah dihukum karena melakukan tindak pidana
yang merugikan keuangan negara/ daerah.

(3)    Calon anggota Direksi yang diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta
atas usul Dewan Pengawas.

(4)    Dalam  hal  calon  Direksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  bukan
berasal dari swasta,  maka yang bersangkutan hanis melepaskan terlebih
dahulu status kepegawalannya.

(5)   Untuk    dapat    diangkat    sebagai    anggota    Direksi    harus    memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a.   diutamakan mempunyai pendidikan minimal saljana;
b.   berusia minimal 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima

puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
c.    mempunyai pengalalnan  kelja minimal  5  (lima)  tahun  di  perusahaan

yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya
dengan penilaian baik;

d.   membuat  dan  menyajikan  proposal  tentang  visi,  nisi  dan  strategi
perusahaan; dan

e.   tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota
Direksi atau dengan Anggota Dewan Pengawas lainnya sampai derajat
ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu
dan ipar.

3.   Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 1

(1)    Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun,
dan dapat dian8kat kembali untuk 1 (satu) kali nasa jabatan.
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(2)    Pengangkatan   anggota   Dewan   Pengawas   tidak   bersamaan   waktunya
dengan   pengangkatan   anggota   Direksi,   kecua]i   untuk   pengan9katan
pertama kalinya pada saat pendirian.

(3)    Ketentuan  lebih  lanjut  mengenal  syarat  dan  mekanisme  pengangkatan
Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

(4)    Jabatan Anggota Dewan pengawas berakhir apabfla:
a.   meninggal dunia;
b.   nasa jabatannya beralchir; dan/atau
c.   diberhentikan sewaltu-waktu.

(5)    Pengangkatan   Anggota   Dewan   Pengawas   yang   kedua   kali   dilakukan
apabila:
a.   mampu mengawasi Perumda sesuai dengan program kerja;
b.   mampu  memberikari  saran  kepada  Direksi  agar  Perumda  mampu

bersaing dengan perusahaan lairmya; dan
c.   mampu    memberihan    pendapat    mengenai    peluang    usaha   yang

menguntungkan dimasa yang akan datang.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar   setiap   orang   mengetahuinya,   memerintahkan   pengundangan   Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal    07,   jj.L'i  ,`r``i`j.~ji+   :2''`):.3

BUPATI TABAI0NG,

TTt)
ANANG SYAKHFIANI

Diundan8lran di Tanjung
Pada tanggal     C}7     j3 a``:.j`.1..)3r`    .I,`:..+`.=[

SEKRETARIS DAERAII KABUPATEN TABALONG,

|T)
HAMIDA MUNAWARArl

LBMBARAN DAERAII KABUPATEN TABALONG TAHUN  2023 NOMOR   35

NOREG  PERATURAN  DAERAII  KABUPATEN  TABALONG,  PROVINSI  KALIMAI`ITAN
SELATAN (6-77/ 2023)
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PENJEIASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR   06     TAHUN2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH RABUPATEN TABALONG NOMOR 12
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTURAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH

TABALONG JAYA PERSADA

I.    UMUM

Sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentanng  Cipta
Kelja  Menjadi  Undang-Undang  dalam  Pasal  331  ayat  (1)  menyatakan  bahwa
daerah  dapat  mendirikan  Badan   Usaha  Milik  Daerah  dan  pada  ayat  (2)
menyatakan  bahwa  pendirian  Badan  Usaha  Milik  Daerah  ditetapkan  dengan
Peraturan Daerah.

Berdasarkan   ketentuan   tersebut   telah   dibentuk   Perusahaan   Umum
Daerah Tabalong Jaya Persada dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 12 Tahun 2017  yang ditetapkan pada tanggal  16 oktober 2017 sebelum
ditetapkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2017  tentang  Badan
Usaha Milik Daerah.

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor
54   Tahun   2017   tentang   Badan   Usaha   Milik   Daerah,   perlu   dilakukan
penyesuaian dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong  Nomor  12  Tahun  2017  tentang  Pembentukan  Perusahaari  Umum
Daerah Tabalong Jaya Persada.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 11

Cukup Jelas

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR     o4


